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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama dalam sidang  Majelis  Hakim telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Akbar  Syarif  Alias  Akbar.  S  bin  Muh.  Sarif,  umur 37 tahun, agama  Islam,

pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Jalan Bunga Kana Nomor 115, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan

Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

melawan

Muliani binti H. Mahmud, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan tidak ada,  tempat tinggal  di  Dusun IV,  Desa Lambai,

Kecamatan Lambai. Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  13

Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor  873/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  istri  yang  sah,  telah

melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2004, yang

dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan
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Ranteangin, Kabupaten Kolaka, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor

: 5/5/1/2005 tanggal 17 Januari 2005;

2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon dan  Termohon hidup  bersama

sebagaimana  layaknya  suami  istri,  dan  memilih  untuk  tinggal  bersama  di

rumah orang tua Termohon di lambai kurang lebih 15 tahun.

3.  Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.

Bernama : 

3.1. Aden Firdaus, Lahir di Lambai tahun 2005

3.2. Aulia Mustafira, Lahir di Lambai 20 Juni 2007

3.3. Adi sar, lahir di Lambai tahun 20016

4.  Bahwa anak yang bernama Aden Firdaus di atas tinggal bersama Termohon

5.  Bahwa anak yang bernama Aulia Mustafira tinggal bersama Pemohon

6.  Bahwa anak yang bernama Adi sar tinggal bersama orang tua Termohon

7. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan antara

Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain: 

7.1. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

7.2. Keluarga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis;

8.  Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  tersebut  terjadi  pada  akhir  tahun  2019 yang  akibatnya  antara

Pemohon  dengan  Termohon  ingin  berpisah,  dengan  alasan  Pemohon,

Termohon sering  meminjam  uang  tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan

Keluarga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis. 

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

terakhir  bagi  Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon

dengan Termohon;
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10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kendari  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin Pemohon (Akbar Syarif Alias Akbar. S bin Muh. Sarif) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’I sughra  terhadap  Termohon  (Muliani  binti  H.

Mahmud) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  Putusan  ini  ditunjuk

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal, Put.  No.873/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa karena ternyata  Pemohon dan Termohon,  meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  namun  tidak  datang  kemuka  sidang,

sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan

yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 148 RBg yang dapat diberlakukan di

lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan

gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3

Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menyatakan Pemohonan  Pemohon gugur;

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------M

embebankan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp

947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tuujuh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Kendari pada hari Rabu  tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  5  Rabiul  Akhir  1443  Hijriah, oleh  kami Drs.  Muh.  Iqbal,  M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. Ihsan masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  pada hari  itu  juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,
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Ttd. Ttd.

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

b. Panggilan : Rp. 20.000,-

c. Redaksi : Rp. 10.000,-

d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 269.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 538.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 269.0000,-

5. Meterai : Rp  .          10.000,-  

                                                   Rp       947.000,- (sembilan ratus empat puluh

tuujuh ribu rupiah);
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